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Abstract 
The purpose of this research was to reveal the evaluation of prostitution control in Palu 
based on the Local Regulation Number 21, 1998, and to find out the inhibiting and supporting 
factors of the growing prostitution practices in Palu based on the policy evaluation model by 
William N Dunn using these aspects: 1) effectiveness, 2) efficiency, 3) Adequateness, 4) Equality, 
5) Responsiveness, and 6) Precision. This is a qualitative research. There were 7 informants taken 
purposively. These research shows that the implementation of the local regulation number 21, 1998 
concerning the prohibition of prostitution acts and practices in Palu City was not optimal due to 
the fact that: 1) the team intended to control the prostitution did not work effectively, 2) the control 
of prostitution was not fair because of only focusing on prostitutes, not controlling the prostitution-
related workers such as pimps and others. The inhibiting factors have made it less optimal such as 
the personnel was not strict in providing the punishment, the police persons and the city guards 
were not serious in doing theirs jobs and operational cost was insufficient. 
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Prostitusi atau pelacuran merupakan 
salah satu penyakit masyarakat yang sulit 
diatasi oleh pemerintah kota Palu saat ini. 
Untuk mengatasi atau memberantasnya, 
bukanlah hal yang mudah karena memiliki 
keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan 
manusia. 
Menurut Miyatun (2006:1), bahwa: 
“Prostitusi tidak mudah untuk diberantas 
karena masalah prostitusi memiliki 
keterkaitan secara ekonomi, social bahkan 
cultural dengan permasalahan manusia 
secara hakiki, yakni pemenuhan kebutuhan 
biologis sebagai manusia terlepas dari 
permasalahan etika dan norma yang 
membatasi cara pemenuhan kebutuhan 
seks manusia tersebut”. 
Perkembangan dan permasalahan 
prostitusi di Kota Palu sudah lama 
berkembang baik yang dilakukan secara 
terlokalisir di Kelurahan Tondo maupun 
terselubung melalui panti pijat dan tempat 
hiburan malam serta tempat yang secara 
terang-terangan berkeliaran di tempat-tempat 
umum.Kondisi ini bila tidak ditangani secara 
serius dapat mengganggu ketertiban umum 
dan ketentraman masyarakat, merusak sendi-
sendi agama, adat istiadat dan dapat 
menularkan berbagai penyakit yang 
membahayakan masyarakat secara 
keseluruhan. 
Permasalahan prostitusi yang semakin 
marak telah mendapat perhatian serius dari 
pemerintah kota Palu yang kemudian 
menerbitkan Perda Nomor 21 Tahun 1998 
tentang Pelarangan Perbuatan Prostitusi dan 
Praktik Tuna Susila dalam wilayah 
Kotamadya Palu. Dengan lahirnya perda ini 
diharapkan bisa mencegah perkembangan 
prostitusi baik yang dilakukan dilakukan 
dalam suatu lokalisasi maupun secara 
terselubung dalam wilayah Kota Palu. 
Sejak diterbitkannya sampai saat ini 
ternyata perda tersebut tidak berjalan efektif. 
Hal ini ditunjukkan dengan masih 
beroperasinya kegiatan prostitusi di eks 
lokalisasi Tondo yang seharusnya sudah 
ditutup pengoperasiannya, pada tempat 
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hiburan malam maupun secara terang-
terangan berkeliaran di tempat umum. 
Kurang efektifnya penerapan Perda 
Kota Palu Nomor 21 Tahun 1998 tentang 
Pelarangan Prostitusi dan Praktik Tuna Susila 
dalam Wilayah Kota Palu ini menyebabkan 
perlunya dilakukan evaluasi terhadap 
kebijakan terhadap perda tersebut karena 
selama 15 tahun diimplementasikan belum 
menunjukkan hasil kinerja kebijakan secara  
maksimal. 
Menurut Winarno (2012: 228) 
menyatakan bahwa bila kebijakan dipandang 
sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, 
maka evaluasi kebijakan merupakan tahap 
akhir dalam proses kebijakan. Evaluasi 
dilakukan karena tidak semua program 
kebijakan publik meraih hasil yang 
diinginkan.Seringkali terjadi, kebijakan 
publik gagal meraih maksud dan tujuan yang 
telah ditetapkan sebelumnya. Dengan 
demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk 
melihat sebab-sebab kegagalan suatu 
kebijakan  atau untuk mengetahui apakah 
kebijakan publik yang telah dijalankan meraih 
dampak yang diinginkan.  
Sedangkan menurut Suharto (2012:80) 
Evaluasi dilakukan baik terhadap proses 
maupun hasil implementasi kebijakan. 
Penilaian terhadap proses kebijakan 
difokuskan pada tahapan perumusan 
kebijakan, terutama untuk melihat 
keterpaduan antar tahapan serta sejauhmana 
program dan pelayanan sosial mengikuti garis 
kebijakan yang telah ditetapkan. Penilaian 
terhadap hasil yang dilakukan untuk melihat 
pengaruh atau dampak kebijakan, sejauhmana 
kebijakan mampu mengurangi atau mengatasi 
masalah. Berdasarkan evaluasi ini 
dirumuskanlah kelebihan dan kekurangan 
kebijakan yang akan dijadikan masukan bagi 
penyempurnaan kebijakan berikutnya atau 
perumusan kebijakan baru. 
Secara umum evaluasi kebijakan dapat 
dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut 
estimasi atau penilaian kebijakan yang 
mencakup substansi, imlementasi dan 
dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan 
dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional, 
artinya evaluasi kebijakan tidak hanya 
dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan 
dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.  
      Dari uraian tersebut, dapat dirinci 
tentang alasan mengapa evaluasi kebijakan 
diperlukan, apa tujuan dan manfaat evaluasi 
kebijakan dilakukan adalah sebagai berikut:    
A.  Alasan mengapa evaluasi kebijakan 
diperlukan adalah: 
1. evaluasi merupakan satu tahapan dalam 
siklus kebijakan  
2. mengetahui keberhasilan/ kegagalan 
atau kebijakan  
3. mengetahui penyebab kegagalan  
4. mengetahui apakah dampak kebijakan 
publik sesuai dg yang diharapkan  
5. menilai manfaat suatu kebijakan 
B. Evaluasi kebijakan dilakukan dengan 
tujuan untuk: 
1. mengukur efek suatu program 
2. bahan pertimbangan untuk pembuatan 
keputusan lebih lanjut mengenai 
program di masa datang  
3. menilai kesesuaian dan perubahan 
program  
4. alasan memenuhi akuntabilitas 
C. Manfaat evaluasi kebijakan adalah: 
1. Memperoleh informasi tentang kinerja 
kebijakan  
2. Mendorong seseorang untuk lebih 
memahami maksud, kualitas dan 
dampak kebijakan  
3. Umpan balik bagi manajemen dalam 
rangka perbaikan/penyempurnaan 
implementasi  
4. Memberikan rekomendasi pada 
pembuat kebijakan. 
Fokus permasalahan terkait dengan 
penanganan prostitusi di Kota Palu yang 
berjalan kurang optimal meski telah ada 
kebijakan yang mengaturnya yakni Perda 
Nomor 21 Tahun 1998.Untuk membahas 
fokus permasalahan tersebut peneliti 
menggunakan pendekatan model evaluasi 
kebijakan William N Dunn berdasarkan enam 
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aspek yakni 1).Efektivitas, 2).Efisiensi, 
3).Kecukupan, 4).Perataan, 5).Responsivitas 
dan 6) Ketepatan yang memiliki relevansi 
dengan fokus permasalahan penelitian. 
Kebijakan yang menjadi fokus 
penelitian ini adalah untuk menilai seberapa 
jauh kebijakan publik dapat membuahkan 
hasil yaitu dengan membandingkan antara 
hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau 
target kebijakan publik yang ditentukan. 
Model evaluasi kebijakan William N Dunn 
dalam melakukan evaluasi terhadap suatu 
kebijakan  lebih menekankan pada aspek 
proses untuk mencapai tujuan, efisiensi, 
efektifitas dan daya tanggap dalam mencapai 
tujuan penggunaan sumber daya secara 
optimal, dampak yang dihasilkan oleh suatu 
kebijakan dan manfaat kebijakan itu bagi 
kelompok sasaran. 
Kriteria yang digunakan untuk mengkaji 
evaluasi kebijakan menurut William N Dunn, 
digambarkan sebagaimana pada tabel berikut: 
 
Tabel  Kriteria Evaluasi Kebijakan 
Tipe Kriteria   Pertanyaan 
Efektifitas Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai? 
Efisiensi Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil 
yang diinginkan? 
Kecukupan Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan 
masalah? 
Perataan Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada 
kelompok-kelompok yang berbeda? 
Responsivitas Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau 
nilai kelompok-kelompok tertentu? 
Ketepatan Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau 
bernilai? 
Sumber : William N. Dunn, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Yogyakarta; Gadjah Mada 
University Press Hal. 610 
Rumusan masalah yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah mengapa kebijakan 
penanganan prostitusi di Kota Palu 
berdasarkan Perda Nomor 21 tahun 1998  
belum efektif dan faktor-faktor apa saja yang 
menghambat dan mendukungnya, dengan 
tujuan penelitian untuk mengungkap mengapa 
kebijakan penanganan prostitusi di Kota Palu 
berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 1998 dan 
mengungkap faktor-faktor yang menghambat 
dan mendukungnya.  
METODE  
Jenis penelitian yang digunakan adalah 
kualitatif dengan teknik pemilihan informan 
secara purposive dan jumlah informan terpilih 
sebanyak tujuh (7) orang.Penelitian di 
lakukan di eks.lokalisasi Tondo dan kawasan 
Pantai Talise Palu mulai 1 Agustus sampai 
dengan 31 Oktober 2013. Proses pengambilan 
dan pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, wawancara dengan informan 
terpilih serta dokumentasi. Untuk 
memperoleh informasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan maka datadiperoleh 
dari dua sumber yakni: (a) data primer berasal 
dari hasil wawancara dengan informan 
dengan menggunakan alat bantu berupa 
pedoman wawancara yang disusun 
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berdasarkan fokus penelitian dengan jenis 
pertanyaan yang mengarah pada enam 
variable model evaluasi kebijakan William N 
Dunn dan hasil observasi, (b) data sekunder 
berasal dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 
Kota Palu atau lembaga/instansi lain yang 
terkait terutama yang menyangkut tentang 
dokumen, peraturan perundang-undangan dan 
referensi-referensi lain yang memiliki 
keterkaitan dengan objek penelitian. Analisis 
data dilakukan melalui tahapan penyusunan 
satuan atau editing data, kategorisasi atau 
pengelompokan data, interprestasi atau 
penafsiran makna data, dan penarikan 
kesimpulan  sertasaran-saran hasil penelitian. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Gambaran umum prostitusi di kota Palu 
masih marak terjadi dan menjadi salah satu 
penyakit masyarakat yang sulit teratasi. 
Jumlah pekerja seks komersial pun dari tahun 
ke tahun mengalami peningkatan.Data dari 
Dinas Sosial Kota Palu menyebutkan hingga 
Desember 2013, jumlah pekerja seks 
komersial (PSK) tercatat sebanyak 173 
orang.Jumlah tersebut mengalami 
peningkatan dibanding tahun sebelumnya 
yang mencapai 150 orang. 
Jumlah tersebut belum termasuk PSK 
yang beroperasi secara terselubung baik di 
panti pijat, warung remang-remang, tempat 
hiburan malam, penginapan maupun 
hotel.Pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 
Kota Palu mensinyalir kalau jumlah PSK 
yang bekerja secara terselubung jauh lebih 
banyak dibanding yang beroperasi di 
eks.lokalisasi.Hanya saja, Dinas Sosial dan 
Tenaga Kerja kesulitan mendata PSK yang 
terselubung itu. 
Terkait masalah itu, pemerintah kota 
Palu sebenarnya punya kebijakan yang khusus 
menangani praktik prostitusi yakni Peraturan 
Daerah Nomor 21 Tahun 1998 tentang 
Pelarangan Perbuatan Prostitusi dan Praktik 
Tuna Susila dalam Wilayah Kotamadya 
Palu.Perda tersebut telah mengatur secara 
jelas larangan dan sanksi atas perbuatan dan 
praktik tuna susila. Dalam pasal 2 ayat 1 
perda tersebut menyatakan:  
Setiap orang atau badan dilarang untuk 
melakukan perbuatan prostitusi dan 
praktik tuna susila di dalam wilayah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Palu. 
Sedangkan sanksi atau ketentuan pidana 
atas perbuatan tersebut diatur dalam pasal 5 
ayat 1 yang menyatakan: 
Barang siapa yang melanggar terhadap 
ketentuan-ketentuan peraturan daerah ini, 
diancam dengan hukuman kurungan 
selama-lamanya 6 (enam) bulan atau 
denda setinggi-tingginya Rp.50.000 (lima 
puluh ribu rupiah) dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Namun meski telah ada ketentuan 
tersebut, dalam pelaksanaannya di lapangan 
terbukti tidak berjalan efektif.Pihak Dinas 
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palu, Satuan 
Polisi Pamong Praja serta aparat kepolisian 
yang diberi kewenangan penuh untuk 
menegakkan perda tersebut ternyata tidak 
tegas dan terkesan setengah hati. 
Berdasarkan hasil penelitian pada eks 
lokalisasi Tondo dan kawasan Pantai Talise 
diperoleh hasil tentang evaluasi kebijakan 
penanganan prostitusi yang dikaji berdasarkan 
model William N Dunn sebagai berikut:  
 
1. Efektivitas 
Keberadaan praktek prostitusi 
dimanapun berada diharapkan mampu 
diminimalisir, namun fakta yang terjadi di 
Kota Palu ternyata praktek prostitusi semakin 
marak perkembangannya dari tahun ke tahun 
sebagaimana telah diuraikan pada sub bab 
terdahulu. Penerapan perda yang menangani 
masalah prostitusi pun kenyataannya tidak 
berjalan optimal.Berdasarkan hasil 
wawancara informan, terbukti bahwa 
pelaksanaan perda nomor 21 tahun 1998 
ternyata tidak efektif. Menurut informan ini 
disebabkan antara lain penerapan sanksi yang 
tidak tegas sehingga terkesan mandul. Sanksi 
tegas itu tidak hanya diberikan kepada PSK 
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maupun yang mempekerjakan PSK tapi juga 
pengguna atau tamu yang datang ke eks. 
lokalisasi. 
Peneliti berpendapat agar kinerja 
kebijakan dapat mencapai hasil yang efektif 
maka ada beberapa hal yang harus 
diperhatikan dalam pembuatan perda, antara 
lain yaitu:  
a). Isi atau substansi perda harus bisa 
mengatasi permasalahan yang ada 
sehingga harapan (tujuan dan sasaran) 
dibuatnya perda relatif sama atau sama 
dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. 
b). Perlu adanya komitmen dari para 
stakeholder untuk menerapkan perda 
secara konsekwen.  
c). Perlu adanya penegakan hukum dan 
penerapan sanksi secara konsisten atas 
penyimpangan yang terjadi dalam 
pelaksanaan perda tersebut. 
 
2. Efisiensi 
Penerapan Perda Nomor 21 Tahun 1998 
berdasarkan hasil penelitian di atas ternyata 
belum efisien, karena kurang didukung 
dengan ketersediaan dana operasional yang 
memadai. Berdasarkan hasil wawancara 
informan, terbukti bahwa penerapan Perda 
Nomor 21 Tahun 1998 tidak efisien.Ini 
disebabkan kurang didukung dana operasional 
yang memadai. 
Peneliti berpendapat bahwa untuk 
melaksanakan kegiatan apapun agar tercapai 
hasil yang diharapkan maka harus didukung 
dana yang memadai. Demikian pula halnya 
dalam penerapan Perda Nomor 21 Tahun 
1998 ini. Karena dana merupakan salah satu 
sumber daya yang harus ada dalam penerapan 
kebijakan. Tanpa ada dukungan dana maka 
kebijakan tersebut tidak akan bisa berjalan 
optimal. 
 
3. Kecukupan 
Variabel Kecukupan (adequacy) dalam 
penerapan Perda Nomor 21 Tahun 1998 
masih kurang efektif karena kelompok 
sasaran kurang merasakan adanya manfaat 
dari kebijakan tersebut.Berdasarkan hasil 
wawancara tersebut, terbukti bahwa 
keberadaan Perda Nomor 21 Tahun 1998 
belum memberikan manfaat dan pengaruh 
yang signifikan terutama dalam 
menghilangkan prostitusi secara resmi dan 
meminimalisir maraknya prostitusi. Bahkan 
praktik prostitusi baik secara terang-terangan 
maupun terselubung masih marak. Ini 
tentunya tidak sesuai dengan apa yang 
menjadi tujuan dan harapan semua pihak . 
Peneliti berpendapat agar perda tersebut 
bisa memberikan manfaat atau pengaruh bagi 
kelompok sasaran maka hendaknya pihak 
terkait baik pemerintah daerah (eksekutif) , 
legislatif maupun pihak lain yang terkait perlu 
melakukan evaluasi atas implementasi 
kebijakan tersebut. Hasil evaluasi tersebut 
diharapkan bisa melahirkan kebijakan dengan 
sanksi yang lebih tegas sehingga praktik 
prostitusi di Kota Palu bisa diminimalisir. 
 
4. Perataan   
Variabel perataan dalam penerapan 
Perda Nomor 21 Tahun 1998, belum 
mencerminkan adanya keadilan dalam 
pemberian sanksi kepada para pelaku 
prostitusi.Berdasarkan hasil wawancara 
tersebut terbukti bahwa penerapan Perda 
Nomor 21 Tahun 1998 belum dilaksanakan 
secara tegas dan merata. Selama ini penerapan 
kebijakan terutama menyangkut sanksi hanya 
diberikan kepada pekerja seks komersial 
(PSK) sementara pihak yang terlibat lainnya 
seperti mucikari atau germo dan pengguna 
jasa PSK seolah tidak tersentuh atau tidak 
mendapatkan penindakan.Untuk itu, peneliti 
berpendapat bahwa tidak tegas dan meratanya 
penerapan sanksi terhadap pihak yang terlibat 
dalam Pekerja Seks Komersial (PSK) 
membuat pelaksanaan Perda Nomor 21 Tahun 
1998 tidak bisa berjalan efektif. 
5. Responsivitas 
Masyarakat pada dasarnya memiliki 
respon yang baik terhadap keluarnya perda 
nomor 21 tahun 1998 tentang pelarangan 
prostitusi, namun karena penerapannya yang 
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tidak konsisten sehingga masyarakat tidak 
lagi memberikan respon yang baik terhadap 
perda tersebut. Berdasarkan hasil wawancara 
tersebut, terbukti bahwa kebijakan pemerintah 
kota Palu merumuskan dan mengeluarkan 
perda tentang pelarangan prostitusi mendapat 
respon dan dukungan positif dari semua pihak 
termasuk yang terlibat dalam praktik 
prostitusi. Namun dalam pengimplementasian 
perda itu ternyata tidak berjalan efektif.Hal ini 
kemudian menimbulkan sikap apatis dari 
masyarakat. 
Untuk itu, peneliti berpendapat bahwa 
tidak efektifnya perda ini disebabkan 
pemerintah tidak menerapkannya secara tegas 
sehingga tidak sesuai dengan apa yang 
menjadi harapan dan aspirasi masyarakat. 
 
6. Ketepatan 
Variabel ketepatan dalam Perda Nomor 
21 Tahun 1998 belum mencerminkan adanya 
hasil sesuai yang diharapkan bersama dalam 
menangani prostitusi di Kota Palu. Dari  hasil 
wawancara tersebut di atas, terbukti bahwa 
kebijakan penanganan prostitusi melalui 
Perda Nomor 21 Tahun 1998 terbukti belum 
bisa memberikan hasil yang optimal. Ini 
dikarenakan kebijakan perda belum 
menangani persoalan sesuai substansinya, 
implementornya (apakah sudah melaksanakan 
sesuai kompetensinya) dan manfaat apa yang 
diperoleh masyarakat terkait pelaksanaan 
kebijakan tersebut.  
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Kesimpulan 
Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan 
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, 
dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan  
Perda Nomor 21 Tahun 1998 tentang 
Larangan Perbuatan Prostitusi dan Praktik 
Tuna Susila dalam Wilayah Kota Palu belum 
terlaksana secara efektif  karena ditinjau dari 
aspek karena tim yang dulunya dibentuk 
untuk menangani prostitusi sudah tidak aktif 
lagi, petugas penertiban dan penerapan sanksi 
yang tidak tegas, belum didukung dengan 
ketersediaan dana operasional yang memadai, 
belum memberikan hasil yang maksimal 
dikarenakan masih banyak kekurangan dan 
kelemahannya. Selain itu karena tim terpadu 
yang dulunya menangani para pekerja seks 
komersial ini sudah tidak aktif lagi, selama ini 
penanganan pelaku prostitusi belum secara 
merata dan hanya difokuskan kepada pekerja 
seks komersial (PSK) sedangkan pelaku 
lainnya seperti germo dan pengguna jasa PSK 
belum tersentuh, perda ini awalnya mendapat 
dukungan respon yang cukup baik dari semua 
pihak. Namun dalam implementasinya 
ternyata tidak berjalan sesuai yang diharapkan 
serta pelaksanaan perda belum bisa berjalan 
sesuai dengan harapan.Ini dikarenakan 
penanganan prostitusi yang tidak maksimal 
oleh semua pihak terkait. 
 
Rekomendasi 
Beberapa hal yang dapat 
rekomendasikan dari hasil penelitian ini 
antara lain: 
1) Kiranya kepala daerah (walikota) Palu 
bersikap tegas dalam menegakkan 
peraturan daerah ( perda) nomor 21 Tahun 
1998 terutama menyangkut sanksi 
terhadap para pelaku prostitusi. 
2). Kiranya petugas keamanan baik satuan 
polisi pamong praja maupun aparat 
kepolisian hendaknya serius dalam 
melakukan penindakan khususnya saat 
merazia para pelaku prostitusi baik di eks. 
lokalisasi maupun di tempat lainnya. 
3). Kiranya pemerintah daerah 
mengalokasikan dana yang lebih besar 
untuk mendukung kegiatan operasional 
petugas dalam menangani pelaku 
prostitusi. 
UCAPAN TERIMA KASIH 
Penulis menghaturkan ucapan  terima 
kasih dan penghargaan kepada Dr Christian 
Tindjabate, M.Si  selaku ketua pembimbing 
dan Dr. Intam Kurnia, M.Si selaku anggota 
pembimbing yang telah memberikan arahan 
bimbingan, petunjuk, saran dan motivasi 
Syamsuddin, Evaluasi Kebijakan Ketertiban Umum Di Kota Palu (Studi Kasus Perda Nomor 21 ..............................191 
 
 
 
kepada penulis dalam menyelesaikan 
penelitian dan pembuatan tesis serta jurnal ini. 
 
DAFTAR RUJUKAN 
Abdul Wahab, Solikin. 2012. Analisis 
Kebijakan, Dari Formulasi ke 
Penyusunan Model-Model Implementasi 
Kebijakan Publik.Jakarta: Bumi Aksara. 
Dunn. N, William. 2003. Pengantar Analisis 
Kebijakan Publik. Terjemahan oleh 
Samodra Wibawa,dkk. Yogyakarta: 
Gadjah Mada University Press. 
Nugroho, Riant. 2011. Public Policy. Jakarta:  
PT. Elex Media Komputerindo- 
         Kelompok Gramedia, Edisi 
ketiga.Revisi 2011.  
Sugiono.2012.Metode Penelitian Kombinasi 
(Mixed Methods).Bandung: 
ALFABETA, cetakan ke-3 
Suharto, Edi. 2012. Analisis Kebijakan 
Publik. Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-
6.  
Wibawa,Samodra.1994.Evaluasi Kebijakan 
Publik.PT RajaGrafindo Persada. 
Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses 
Kebijakan Publik.Yogyakarta: Media 
Pressindo. 
-----------------. 2012. Kebijakan Publik: 
Teori, Proses dan Studi Kasus. 
Yogyakarta:CAPS, Cetakan Pertama. 
Miyatun, Sri.2006. Kebijakan Pemerintah 
dalam Penanganan ProstitusiDi Kota 
Surakarta (Studi Kritis Perda Nomor 1 
Tahun 1975 Tentang Pemberantasan 
Tuna Susila). Tesis tidak 
diterbitkan.Surakarta. Program Studi 
Magister Ilmu Hukum  Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Melalui 
<http://www.scribd.com/doc/33896297/
Penanggulangan-Tuna-Susila> 
(10/4/2013)  
Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 21 Tahun 
1998 Tentang Pelarangan Prostitusi dan 
Praktik Tuna Susila Dalam Wilayah 
Kotamadya Palu 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 
Tahun 1993 tentang Pembinaan 
Ketentraman dan Ketertiban Wilayah. 
 
